
 

 

 

 

 

 

WALIKOTA  BATU 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALIKOTA  BATU 

NOMOR 24 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  

NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KEPADA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BATU, 

 

Menimbang :  bahwa untuk mengoptimalkan dana bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan desa, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 50 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian 

dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 

Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4118); 

2. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pajak Parkir; 

17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran; 

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pajak Reklame; 

19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Pajak Hotel; 

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Hiburan; 

21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah; 

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Kekayaan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan; 

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; 

 



Halaman 4 dari 6 hlm… 
 

26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan 

dan Kebersihan; 

28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan; 

29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Izin Trayek; 

30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Izin Mendirikan Bangunan; 

31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Perdesaan dan Perkotaan; 

33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Desa; 

34. Peraturan Walikota Batu Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 

11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU 

NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA 

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu 

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah kepada Desa diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, 

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 7 

 

(1) Perhitungan dan penyaluran besaran alokasi 

bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) 

dilakukan dengan mentransfer dari Rekening 

Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas 

Desa (RKD). 

(2) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

dan ayat (2) dilakukan secara bertahap pada 

tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: 

a. Tahap I pada bulan April; dan 

b. Tahap II pada bulan Agustus. 

(3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan 

penyaluran dana bagi hasil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pada 

penyaluran bagi hasil tahun berikutnya. 

(4) Bagi hasil pajak dan retribusi untuk desa 

disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada 

Pemerintah Desa melalui rekening Bendahara 

Desa. 

(5) Dalam hal terdapat pembaharuan rekening 

Bendahara Desa, Kepala Desa wajib 

menyampaikan secara tertulis kepada Kepala 

Dinas. 

(6) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi untuk 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan secara tersendiri dengan Keputusan 

Walikota. 
 

2. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah, sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

 

Penggunaan dana bagi hasil yang diterimakan 

kepada desa dari penerimaan hasil pajak dan 

retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

Pasal 5, Pasal 6 dipergunakan untuk: 

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa; 

b. intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak 

dan retribusi; dan 

c. pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) 

sebanyak 4 (empat) unit dengan spesifikasi 

teknis sebagai berikut: 

- kapasitas 150 CC; dan 

- berplat merah. 
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Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

      Ditetapkan di Batu 

      pada tanggal  14 Februari 2017 

 

 WALIKOTA BATU, 

 

ttd 

 

  EDDY RUMPOKO 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal 14 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

WIDODO 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 24/B 

 

 

 

 

 

 


